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OLEH 
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Permukiman di Kecamatan Jati Agung dan Natar, Lampung Selatan, tumbuh cepat 

pada 2015–2025 karena adanya Tol Trans-Sumatera, ITERA, Gerbang Tol Natar, 

Kota Baru, dan Bandara Raden Inten II. Pertumbuhan ini menekan lingkungan, 

menambah kepadatan bangunan, dan membuat fasilitas publik terbatas sehingga 

memicu urban sprawl. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola perkembangan 

permukiman, menilai tingkat keberlanjutan, dan menyusun strategi kebijakan. 

Metode yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif. Pola perkembangan dilihat dari 

citra satelit untuk mengukur perubahan lahan terbangun dan bentuk sprawl. Tingkat 

keberlanjutan diukur dengan MDS 4 dimensi: ekologi, sosial, ekonomi, dan 

institusi. Strategi disusun dengan analisis SWOT dan leverage. Lokasi penelitian 

mencakup 10 desa terdampak infrastruktur. Responden MDS 77 kepala keluarga, 

sedangkan 6 aparat desa/stakeholder untuk SWOT.Hasilnya, lahan terbangun 

bertambah 789,53 ha dari 1.807,93 ha menjadi 2.597,46 ha atau naik 44%. Jati 

Agung tumbuh 46%, lebih cepat dari Natar 40%. Pola dominan adalah ribbon 

development di sepanjang jalan utama dan leapfrog development di desa dengan 

sprawl tinggi. Dari 10 desa, 6 desa terindikasi sprawl. Desa Branti Raya 7,67, Desa 

Jati Mulyo 6,36, Desa Candimas 5,60, Desa Way Hui 5,56, dan Desa Banjar Agung 
5,10 termasuk strong sprawl. Desa Fajar Baru 0,44 justru low sprawl.  

Keberlanjutan permukiman masih kurang. Dimensi Institusi 43,03 dan Ekologi 

45,65 kurang berkelanjutan karena alih fungsi lahan pertanian, tutupan lahan 

terbangun tinggi, belum ada RDTR per kecamatan, zonasi sulit dipahami, dan 

sosialisasi lemah. Dimensi Sosial 55,80 dan Ekonomi 55,28 sudah cukup 

berkelanjutan.  Strategi kebijakan disusun berdasarkan atribut pengungkit. Dimensi 

Institusi: percepat RDTR kecamatan dan zonasi serta tegakkan aturan. Dimensi 

Ekologi: kendalikan kepadatan bangunan, laju alih fungsi lahan, dan lindungi 

sawah. Dimensi Sosial: tingkatkan layanan pendidikan, fasilitas sosial, dan 

kesehatan. Dimensi Ekonomi: optimalkan akses dan angkutan umum berbasis 

Transit Oriented Development di sekitar Gerbang Tol Natar. 

 

Kata kunci: Permukiman, Keberlanjutan, Urban sprawl, MDS 

 



 

 

 

 

 

 

ANALYSIS OF SETTLEMENT SUSTAINABILITY IN URBAN SPRAWL 
AREA CASE STUDY OF JATI AGUNG DISTRICT AND NATAR DISTRICT, 

SOUTH LAMPUNG REGENCY

ABSTRACT 

 

BY 

 

VIKTORI IRAWAN 

 

 

 Settlements in Jati Agung and Natar Districts, South Lampung, grew rapidly in 

2015–2025 due to the Trans-Sumatra Toll Road, ITERA, Natar Toll Gate, Kota 

Baru, and Raden Inten II Airport. This growth puts pressure on the environment, 

increases building density, and limits public facilities, thus triggering urban sprawl. 

This study aims to analyze settlement development patterns, assess sustainability 

levels, and develop policy strategies. The method used is descriptive quantitative. 

Development patterns are seen from satellite imagery to measure changes in built-

up land and sprawl forms. The level of sustainability is measured by a 4-

dimensional MDS: ecological, social, economic, and institutional. Strategies are 

developed using SWOT analysis and leverage. The study location includes 10 

villages affected by infrastructure. MDS respondents were 77 heads of families, 

while 6 village officials/stakeholders for SWOT. As a result, built-up land increased 

by 789.53 ha from 1,807.93 ha to 2,597.46 ha or an increase of 44%. Jati Agung 

grew 46%, faster than Natar at 40%. The dominant pattern is ribbon development 

along main roads and leapfrog development in villages with high sprawl. Of the 10 

villages, 6 villages indicated sprawl. Branti Raya Village (7.67), Jati Mulyo Village 

(6.36), Candimas Village (5.60), Way Hui Village (5.56), and Banjar Agung Village 

(5.10) are considered strong sprawl. Fajar Baru Village (0.44) is actually low 

sprawl. Sustainability of settlements is still lacking. The Institutional Dimension 

(43.03) and Ecology (45.65) are less sustainable due to conversion of agricultural 

land, high built-up land cover, the absence of RDTR per sub-district, difficult to 

understand zoning, and weak socialization. The Social Dimension (55.80) and the 

Economic Dimension (55.28) are quite sustainable. Policy strategies are 

formulated based on leveraging attributes. Institutional Dimension: accelerate sub-

district RDTR and zoning and enforce regulations. Ecological Dimension: Control 

building density, land conversion rates, and protect rice fields. Social Dimension: 

Improve education, social facilities, and health services. Economic Dimension: 

Optimize access and public transportation based on Transit-Oriented Development 

around the Natar Toll Gate. 

 

Keywords: Settlements, Sustainability, Urban Sprawl, MDS  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertambahan penduduk perkotaan yang cepat meningkatkan tuntutan terhadap 

ruang kota, khususnya di wilayah metropolitan dan kota besar. Tekanan tersebut 

mendorong terjadinya suburbanisasi, yaitu pergeseran fungsi perkotaan dari pusat 

kota ke wilayah pinggiran yang dikenal sebagai urban sprawl. Urban sprawl 

merupakan bentuk ekspansi fisik kawasan terbangun ke area rural secara tidak 

terkendali sebagai respons terhadap pertumbuhan populasi dan ekonomi (Sahana, 

2018; Yasin et al., 2021). Proses ini ditandai dengan pola permukiman yang 

menyebar acak, kepadatan rendah, dan ketergantungan tinggi terhadap kendaraan 

pribadi (Christiawan, 2019; Nuissl & Siedentop, 2021). 

 

Urban sprawl dipandang sebagai masalah pembangunan yang menghambat 

keberlanjutan permukiman karena menyebabkan perluasan lahan yang melebihi 

daya dukung wilayah. Konsep keberlanjutan permukiman menekankan 

keseimbangan tiga pilar: ekologi, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan 

permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan sesuai SDG 11 

(UN-Habitat, 2020; Ramadhani & Fadhillah, 2022). Beberapa premis utama yang 

mendorong urban sprawl antara lain lemahnya kontrol pembangunan, 

ketidakpatuhan terhadap kebijakan tata ruang, spekulasi lahan, serta penurunan 

efektivitas penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar (Yasin et al., 2021).  

 

 

 



2 

 

 

 

Dampak lanjutannya meliputi konversi lahan produktif, degradasi lingkungan, 

inefisiensi pelayanan publik, peningkatan biaya transportasi, serta melemahnya 

kohesi sosial masyarakat (Nazarnia et al., 2019; Setiawan & Sihombing, 2023). 

Di Indonesia, fenomena urban sprawl paling nyata terjadi di kawasan peri-urban 

yang berbatasan langsung dengan pusat kota. Kota Bandar Lampung sebagai 

pusat pertumbuhan utama Provinsi Lampung mengalami kepadatan penduduk 

dan keterbatasan lahan yang mendorong perembetan pembangunan ke wilayah 

sekitarnya. Kawasan peri-urban yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar 

Lampung mengalami perubahan fungsi lahan cepat dari pertanian menjadi non-

pertanian, yang dikenal sebagai zona desakota menurut McGee (2009). 

Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengelola pertumbuhan ini berpotensi 

menimbulkan kerusakan lingkungan, kemacetan, krisis infrastruktur, dan 

ketidakberlanjutan permukiman (Pratama & Wibowo, 2024). 

 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki posisi strategis sebagai wilayah 

penyangga sekaligus bagian integral dari Kawasan Perkotaan Bandar Lampung 

sesuai RTRW Provinsi Lampung 2009–2029. Kedekatan geografis dan 

perkembangan infrastruktur seperti Jalan Tol Trans-Sumatera memperkuat 

keterkaitan fungsional antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten 

Lampung Selatan. Akibatnya terjadi perembetan kenampakan fisik kota dari 

Kota Bandar Lampung ke wilayah administratif Lampung Selatan, khususnya 

kecamatan yang berbatasan langsung.Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan 

Natar menjadi wilayah yang paling terdampak limpahan urbanisasi dari Kota 

Bandar Lampung. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011–2031, 

kedua kecamatan tersebut diarahkan sebagai kawasan peruntukan permukiman 

perkotaan dengan kepadatan tinggi bersama Kalianda dan Tanjung Bintang untuk 

mengurangi beban Kota Bandar Lampung yang setiap tahun mengalami 

peningkatan penduduk. 
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Perkembangan di Jati Agung dipicu oleh beroperasinya Institut Teknologi 

Sumatera sejak 2012 dan akses melalui Pintu Tol Kota Baru yang 

menghubungkan langsung ke Kota Bandar Lampung. Sementara Natar 

berkembang pesat akibat keberadaan Bandara Raden Inten II dan Gerbang Tol 

Natar yang diresmikan 2019, serta menjadi jalur utama mobilitas penduduk dari 

Kota Bandar Lampung. Tekanan pembangunan tersebut berimplikasi pada 

perubahan penggunaan lahan signifikan dari sawah produktif menjadi 

permukiman dan kawasan komersial, peningkatan jumlah penduduk migran dari 

Kota Bandar Lampung, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar. Kondisi 

ini menjadikan Jati Agung dan Natar sebagai representasi nyata dampak urban 

sprawl dari Kota Bandar Lampung yang perlu dikaji mendalam. 

 

Urban sprawl tidak hanya menimbulkan persoalan fisik dan ekonomi, tetapi juga 

secara langsung memengaruhi keberlanjutan permukiman. Keberlanjutan 

permukiman diukur melalui empat dimensi utama: ekologi terkait efisiensi lahan 

dan kualitas lingkungan, sosial terkait akses pelayanan dasar dan kohesi 

masyarakat, ekonomi terkait biaya transportasi dan mata pencaharian, serta 

kelembagaan terkait koordinasi kebijakan dan penegakan aturan (Kusuma & 

Nugraha, 2023; Mardiansyah et al., 2024). Oleh karena itu, analisis keberlanjutan 

permukiman di kawasan urban sprawl Jati Agung dan Natar yang berbatasan 

langsung dengan Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk mengidentifikasi 

tantangan, menilai tingkat keberlanjutan, dan merumuskan strategi pengendalian 

berbasis empat dimensi tersebut.  Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 

berjudul “Analisis Keberlanjutan Permukiman pada Kawasan Urban sprawl: 

Studi Kasus Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Fenomena urban sprawl yang terjadi di wilayah peri-urban, khususnya 

Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 
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menimbulkan persoalan yang kompleks dan multidimensi. Perkembangan 

kawasan yang tidak terkendali ini menyebabkan konversi lahan pertanian 

produktif menjadi kawasan permukiman, meningkatnya tekanan terhadap 

infrastruktur dasar, hingga penurunan kualitas lingkungan. Kondisi ini 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dinamika perkembangan wilayah 

dengan arahan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW 

Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031. RTRW sejatinya berfungsi sebagai 

instrumen utama dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, termasuk penetapan 

kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan permukiman. Namun, dalam 

praktiknya sering terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang, lemahnya 

pengawasan, serta rendahnya penegakan aturan yang berimplikasi pada 

munculnya permukiman yang kurang layak huni dan tidak berkelanjutan. 

 

Peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung 

dipengaruhi oleh berkembangnya pusat Kota Bandar Lampung yang mendorong 

perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi baru. Di Kecamatan Jati 

Agung, faktor pendorongnya adalah keberadaan Institut Teknologi Sumatera 

yang beroperasi sejak 2012 dan akses melalui Pintu Tol Kota Baru. Sementara 

Kecamatan Natar dipengaruhi oleh pengembangan Bandara Raden Inten II 

sebagai bandara embarkasi haji dan internasional serta peresmian Gerbang Tol 

Natar pada tahun 2019. Dinamika tersebut menjadikan kedua kecamatan sebagai 

wilayah yang paling terdampak limpahan urbanisasi dari Kota Bandar Lampung. 

 

Permasalahan keberlanjutan permukiman tidak hanya berkaitan dengan aspek 

ekologi berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan, tetapi juga 

menyangkut aspek sosial seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, kohesi 

sosial yang melemah, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Dari sisi 

ekonomi, muncul beban biaya transportasi yang meningkat, ketimpangan 

kesejahteraan masyarakat, serta penurunan nilai produktivitas lahan. Sementara 

itu, aspek kelembagaan menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi 
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antar-pemerintah, kurangnya konsistensi kebijakan pembangunan, serta 

minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Dengan 

kompleksitas tersebut, penelitian ini perlu merumuskan masalah secara lebih 

terarah agar dapat menjawab tantangan keberlanjutan permukiman di kawasan 

urban sprawl.  Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi perkembangan urban sprawl yang terjadi di Kecamatan 

Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar dari tahun 2015 – 2025 ? 

2. Bagaimana keberlanjutan permukiman di kawasan urban sprawl yang terjadi 

di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar ? 

3. Strategi kebijakan permukiman di kawasan urban sprawl yang terjadi di 

Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar ? 

 

1.3. Tujuan penelitian  

Tujuan dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu : 

1. Mengkaji kondisi perkembangan urban sprawl yang terjadi di Kecamatan 

Jati Agung dan Kecamatan Natar dari tahun 2015 – 2025. 

2. Menganalisis keberlanjutan permukiman di kawasan urban sprawl yang 

terjadi di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar. 

3. Menyusun strategi kebijakan permukiman di kawasan urban sprawl yang 

terjadi di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, baik secara teoretis 

maupun praktis, antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini menambah wawasan di bidang perencanaan wilayah dan kota, 

khususnya tentang masalah urban sprawl dan keberlanjutan permukiman. Hasil 

penelitian juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang 

membahas topik serupa.pembangunan berkelanjutan. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Lampung 

Selatan untuk menilai kembali pelaksanaan RTRW serta membuat strategi 

pengendalian urban sprawl. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat 

agar lebih paham perubahan wilayahnya dan ikut menjaga lingkungan. 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan berbasis data 

dalam pengelolaan kawasan peri-urban. Rekomendasi yang dihasilkan 

mendukung pencapaian SDGs 11 tentang kota dan permukiman yang 

berkelanjutan. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada kawasan urban sprawl di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. Lingkup penelitian mencakup empat dimensi 

utama, yaitu ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dari sisi ekologi, 

penelitian menyoroti perubahan penggunaan lahan, terutama alih fungsi lahan 

pertanian menjadi kawasan permukiman. Pada dimensi sosial, penelitian 

membahas pertumbuhan penduduk, keterjangkauan perumahan, serta dampak 

hilangnya lahan pertanian terhadap kehidupan masyarakat. Dari dimensi 

ekonomi, penelitian melihat pengaruh urban sprawl terhadap berkurangnya 

lapangan kerja di sektor pertanian, perubahan nilai lahan, serta peluang ekonomi 

baru di sektor non-pertanian. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, penelitian 

mencakup peran kebijakan tata ruang (RTRW) dan koordinasi antar pemerintah 

dalam mengendalikan konversi lahan. Dengan ruang lingkup ini, penelitian 

diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan 

strategi keberlanjutan permukiman pada kawasan urban sprawl di wilayah 

penelitian. 
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Gambar 1. Peta Rencana Pola Ruang 
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Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 

2.1. Pengertian Urban sprawl 

Urban sprawl memiliki banyak arti salah satunya ialah merupakan proses 

perubahan pola penggunaan lahan seperti halnya perluasan kota yang dapat 

merusak lingkungan (Yasin et al, 2021; Nuissl & Siedentop, 2021). Dari 

segi kepadatan Urban sprawl berada pada permukiman kepadatan rendah 

yang tidak beraturan, dan diwujudkan dari penggunaan sumber daya lahan 

yang tidak efisien (Frenkel, 2008; Guan, 2020).  Urban sprawl juga 

merupakan fenomena yang berkembang sebagai respon terhadap risiko 

peningkatan populasi yang cepat dan berpotensi menghambat pertumbuhan 

kota yang berkelanjutan akibat perluasan lahan yang melebihi 

ketersediaannya. Di daerah-daerah yang perekonomian dan penduduknya 

berkembang pesat, urban sprawl dipandang memprihatinkan karena 

menyebabkan kota-kota tersebar di luar pusatnya. (Nuissl & Siedentop, 

2021).   

 

Dari segi perluasan kota urban sprawl dipandang sebagai jenis pertumbuhan 

perkotaan yang bermasalah yang juga menghasilkan pembangunan yang 

sangat tidak efisien yang menghabiskan banyak lahan. Urban sprawl 

dianggap sebagai pertumbuhan kota bermasalah dan tidak terkendali yang 

tidak terjadi berdampingan antara pusat perkotaan atau industri dan 

pedesaan. (Pendall, 1999; Yasin et al, 2021; Weilenmann , Seidl, & Schulz, 

2017).  Urban sprawl digambarkan sebagai fenomena konversi lahan yang 

cepat sebagai akibat dari kekurangan perumahan yang disebabkan oleh 

urbanisasi di daerah yang dulunya pedesaan, bersama dengan peningkatan 

ruang/perluasan ruang dan efek lingkungan yang merugikan. Sejarah setiap 

kota berakar pada migrasi, dan efek imigrasi baru dari negara-negara 
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berkembang, serta bagaimana berbagai strata sosial ekonomi (seperti kelas 

bawah, menengah, dan atas) mengembangkan metode mereka untuk 

memenuhi kebutuhan perumahan, semuanya secara langsung dipengaruhi 

oleh arus imigran mereka, Urban sprawl dicirikan oleh dua sub-zona yang 

saling berhubungan yang berjarak terpisah dan memiliki struktur lahan yang 

tetap (Nuissl & Siedentop, 2021; Chen et al, 2021)  

 

Urban sprawl dipahami sebagai masalah di suatu wilayah yang disebabkan 

oleh pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk yang cepat, yang 

menyebabkan wilayah perkotaan menyebar dari pusat kota ke pinggiran 

sebagai akibat dari peningkatan kepadatan penduduk di suatu wilayah 

perkotaan, yang dapat mengubah sistem perkotaan dan perencanaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Tian et al, 2017; Nazarnia et al, 2019). 

Adapun indikator penyebab terjadinya sprawl adalah jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, kepadatan perumahan, dan kepadatan lahan yang 

terbangun (Slaev et al, 2018). Kemampuan kota untuk tumbuh menjadi 

besar dipengaruhi oleh aturan tata guna lahan seperti halnya peran yang 

diberikan oleh industrialisasi seperti konsumsi lahan yang berlebihan 

dengan pembangunan perumahan di atas lahan pertanian merusak satwa liar 

lainnya di lahan basah yang kering dan kota kini memiliki struktur 

multidimensi di mana berbagai aktor yang berbeda berinteraksi pada 

berbagai skala geografis (Nazarnia et al, 2019; Nuissl & Siedentop, 2021). 

 

Urban sprawl merupakan hasil dari tren populasi, perubahan budaya kota, 

dan perubahan kepadatan kota. Seperti yang terjadi di Eropa Tenggara 

khususnya di dua kota yaitu Sofia dan Beograd, dimana konteks sejarah dan 

budaya di Sofia dan Beograd yang menjunjung tinggi pandangan penduduk 

lokal di era komunis menyerupai kota-kota di Eropa Selatan, yang ditandai 

dengan "keramahan terhadap kota" dan kecenderungan yang lebih kuat 

untuk memperluas kepadatan kota dan pertambahan penduduk di kedua kota 

tersebut akan mendorong pertumbuhan kota di daerah sekitarnya (Slaev et 

al, 2018). Untuk memahami peran kota sebagai mesin pertumbuhan, 
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diperlukan pemahaman yang jelas mengenai pola pembangunan perkotaan 

dan seringkali pemerintah mengimplementasikan inisiatif pembangunan 

pemukiman di pinggiran kota yang dapat mengakibatkan perluasan kota 

(Gómez-Antonio et al, 2016).   

 

Perubahan penggunaan lahan merupakan satu-satunya aspek dari masalah 

urbanisasi yang tidak terkait dengan perluasan kota. Daftar faktor yang telah 

digunakan untuk mendefinisikan urban sprawl dalam literatur termasuk 

dalam klasifikasi tiga tingkat. Istilah "penyebab, pendorong, kekuatan 

pendorong, faktor yang bertanggung jawab terhadap urban sprawl, akibat 

dan dampak urban sprawl" digunakan untuk mengidentifikasi variabel-

variabel tersebut (Yiran et al, 2020). Perluasan wilayah perkotaan 

merupakan hasil dari keputusan penggunaan lahan yang buruk yang dibuat 

bersamaan dengan kebijakan perencanaan kota yang buruk serta persepsi 

yang salah mengenai pertumbuhan kota menyebabkan perluasna kota, 

dimana karakteristik dan deskripsi urban sprawl merupakan hasil dari ada 

atau tidak adanya kontrol pembangunan seperti zonasi atau batas 

pertumbuhan kota (Yasin et al, 2021; Weilenmann , Seidl, & Schulz, 2017). 

 

2.2. Dampak Urban sprawl 

1. Dampak terhadap sosial ekonomi 

Urban sprawl meningkatkan biaya yang terkait dengan faktor sosial, 

ekonomi, dan lingkungan bagi individu, bisnis, maupun pemerintah (Li, 

2012). Dekonsentrasi dan urban sprawl merupakan kekuatan sosial yang 

signifikan yang mengakibatkan pergeseran penggunaan lahan, dimana 

dinamika sosial dan bentuk-bentuk kota baru dihubungkan oleh proses-

proses ini (Dura-Guimera, 2003). Adapun dampak urban sprawl memiliki 

persepsi yang positif karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik 

dan lebih stabil serta meningkatkan status sosial (Hatab et al, 2021).  

 

Urban sprawl juga dapat memberikan dampak negatif terhadap ekonomi 

yang signifikan pada pendapatan dan pengeluaran, dimana meningkatnya 
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biaya karena bertambahnya jarak dan waktu yang dibutuhkan, keamanan 

publik, transportasi, dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang 

mencakup mengenai pengumpulan sampah, pemeliharaan, sanitasi, pasokan 

dan distribusi air, pembersihan jalan, serta penerangan (Gielen et al, 2021; 

Taiwo, 2022; Pereira et al, 2014). Urban sprawl berdampak pada konsumsi 

listrik rumah tangga di tingkat lokal, yang menyebabkan tingginya 

konsumsi di pinggiran kota (Cartone et al, 2021). 

 

2. Dampak terhadap perubahan struktur kota 

Baik di negara maju maupun negara berkembang, perubahan penggunaan 

lahan merupakan komponen dari pertumbuhan kota yang tidak hanya terjadi 

di pinggiran kota, namun hal ini juga sering terjadi di wilayah yang 

diklasifikasikan sebagai kawasan konservasi, dan karena minimnya 

pengelolaan dan pengendalian, hal ini memiliki pengaruh yang merugikan 

bagi ekosistem (Firman, 2000). Urban sprawl merupakan penyebaran kota 

yang tidak terstruktur, acak, dan tidak terencana dengan cepat ke daerah 

sekitarnya di seluruh lingkungan pedesaan dan dapat menyebabkan wilayah 

pedesaan menjadi padat penduduk dan non-agraris, meskipun pada 

kenyataannya wilayah tersebut telah menopang kehidupan perkotaan dengan 

kegiatan pertanian. (Clawson, 2014; Kironde, 1997). Karena biaya hidup di 

pinggiran kota jauh lebih murah daripada di kota, banyak orang yang ingin 

tinggal di sana, dan hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai 

dampak perluasan kota yang menjadi sumber masalah dan dengan semakin 

banyaknya orang yang pindah ke pinggiran kota, jumlah lapangan kerja di 

pusat kota pada akhirnya akan berkurang akibat pertumbuhan distrik-distrik 

pinggiran kota. (Pereira et al, 2014; Gilli, 2009). 

 

2.3. Peri Urban 

Terkait dengan penggunaan lahannya, daerah pinggiran merupakan wilayah 

yang banyak  mengalami  perubahan  penggunaan  lahan  terutama  

perubahan  penggunaan  lahan  pertanian  menjadi  non  pertanian  yang  

disebabkan  adanya  pengaruh  perkembangan  kota  di  dekatnya.  Daerah 
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pinggiran sebagai wilayah “peri urban”. Wilayah Peri  Urban  (WPU)  

didefinisikan  sebagai   wilayah   yang   ditandai   dengan   percampuran   

kenampakan   fisikal   kekotaan   dan  kedesaan. Wilayah peri urban 

merupakan wilayah yang letaknya di luar batas administrasi kota  yang  

ditandai  dengan  proses  pertambahan  luas  lahan  terbangun (Yunus,  

2008).  Wilayah  perkotaan  di  Indonesia  telah  berkembang  dengan  pesat  

pada  periode  tahun  1983 ‐ 1993.   

 

Pada  periode  tersebut  telah  terjadi  perubahan  penggunaan  lahan  

pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian sebanyak kurang lebih 40.000 

Ha/tahun dalam periode tahun tersebut (Setiawan et al,  2006).  Di  pihak  

lain,  WPU  juga  berbatasan  langsung  dengan  perdesaan  dan  sementara  

itu  di  dalamnya   masih   banyak   penduduk   desa   yang   masih   

menggantungkan   kehidupan   dan  penghidupannya pada sektor pertanian. 

Konflik antara mempertahankan lahan pertanian untuk kepentingan  sektor  

kedesaan  di  satu  sisi  dan  melepaskan  lahan  pertanian  di  sisi  lain  

untuk kepentingan   perkembangan   fisikal   baru   sektor   kekotaan   

merupakan   bentuk   konflik  pemanfaatan lahan paling mencolok. 

 

Pembahasan wilayah peri urban ini pertama kali disebut dengan istilah 

urban fringe oleh Smith (1937) dalam Yunus (2008), yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu wilayah yang terletak pada lahan-lahan terbangun 

tetapi berada di luar batas kota. Akan tetapi pada perkembangan nya istilah 

tersebut mengalami perbaikan karena tidak begitu cocok lagi dengan 

perkembangan di daerah luar kota.   

 

Menurut Forsyth (2012) kemudian mendefinisikan berbagai sudut pandang 

terkait dengan suburbs, secara fisik, fungsional, sosial, proses dan analitis. 

Adapun untuk lebih mudahnya dapat dilihat secara fisik melalui dari segi 

lokasi, suburbs terletak di dalam area metropolitan, tapi berada di luar pusat 

kota. Kemudian suburbs juga dapat didefinisikan secara lokasi berada 

diantara urban (kota) dan rural (desa). Selain itu, salah satu istilah lain yang 
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juga berkaitan yaitu istilah rural- urban. Soetomo (2013) menjelaskan 

bahwa rural-urban adalah suatu bentuk pengembangan wilayah dengan sifat 

perkotaan yang berada di pedesaan. Dalam hal ini sifat perkotaan yang  

muncul berasal dari desa, salah satu contoh adalah konsep agropolitan yang 

merupakan ciri dari rural-urban tersebut.   Dari berbagai sudut pandang 

terkait dengan wilayah pinggiran kota, istilah wilayah peri urban menjadi 

istilah yang cukup komprehensif, yang mencakup antara sifat kekotaan dan 

pedesaan tanpa adanya luasan tertentu untuk membatasi kondisi wilayah 

nya. Untuk memudahkan dalam dasar identifikasi wilayah peri urban, dapat 

dikenali dengan batas terluar lahan terbangun suatu kota yang kompak 

dengan ditandai 100% kenampakan kekotaan atau pemanfaatan lahan non 

agraris sampai ke wilayah yang 100% ditandai pemanfaatan lahan agraris. 

Diantara sifat real urban land dan real rural land tersebut lah wilayah peri 

urban berada, di mana terdapat pencampuran bentuk pemanfaatan lahan 

kekotaan atau non-agraris dan agraris. 

 

Fenomena peri-urban dapat dilihat secara jelas pada Kecamatan Jati Agung 

di Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah ini menampilkan ciri khas peri-

urban berupa percampuran fungsi lahan pertanian dengan permukiman baru, 

interaksi sosial masyarakat kota dan desa, serta meningkatnya aktivitas 

ekonomi non-pertanian yang mendukung kehidupan perkotaan. Lokasi Jati 

Agung yang bersebelahan langsung dengan Kota Bandar Lampung 

menjadikannya sebagai zona transisi dengan dinamika urbanisasi yang 

sangat intensif. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana wilayah peri-urban 

berfungsi sebagai penyangga sekaligus penerima dampak langsung 

perembetan pembangunan dari kota inti. 

 

2.4. Perubahan Tutupan Lahan 

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2010), tutupan lahan adalah tutupan 

biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati yang merupakan hasil 

pengaturan, aktifitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis 

penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan 



15 

 

 

 

ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Selanjutnya Lillesand dan 

Kiefer (1990) menyatakan, perubahan tutupan lahan merupakan keadaan 

suatu lahan yang karena manusia mengalami kondisi yang berubah pada 

waktu yang berbeda. Sehingga perubahan ini dapat dipetakan melalui 

perbandingan citra pada dua periode yang berbeda.  Dalam konteks 

penelitian ini, perubahan tutupan lahan yang signifikan terjadi di Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Data BPS menunjukkan bahwa 

luas sawah di kecamatan ini menurun dari sekitar 974 hektar menjadi 3.389 

hektar dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan tersebut terutama 

disebabkan oleh pembangunan kawasan perumahan baru dan alih fungsi 

lahan menjadi fasilitas penunjang aktivitas perkotaan. Kasus ini 

memperlihatkan bagaimana konversi lahan di wilayah peri-urban 

berlangsung lebih cepat dibandingkan di kawasan pinggiran dalam kota, 

sehingga menimbulkan implikasi serius terhadap keberlanjutan sektor 

pertanian. 

 

2.5. Kualitas Permukiman 

Kualitas Permukiman Parameter kualitas permukiman menurut Ditjen Cipta 

Karya 1999 dalam Prasetyo dan Rahayu 2013, adalah : 

1) Parameter Kualitas Permukiman dari Citra 

Penilaian kualitas permukiman berdasarkan variabel/parameter dan citra 

Ikonos dilakukan dengan menggunakan metode pengharkatan atau skoring, 

yaitu pemberian harkat atau nilai pada setiap unit pemetaan. Adapun harkat 

dan parameter yang disadap dari citra antara lain : 

a. Kepadatan Bangunan 

Kepadatan permukiman adalah prosentase luas atap pada seluruh blok 

permukiman terhadap luas seluruh blok permukiman maka semakin 

buruk kualitas permukiman tersebut, karena permukiman yang padat 

akan memicu kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. 

(Bimo,2007 : 23) Data kerapatan bangunan dapat dengan mudah 

diketahui melalui citra beresolusi tinggi yaitu Ikonos. Dalam menentukan 

satuan unit unit pemetaan(blok bangunan), diukur secara kualitatif 
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berdasarkan tingkat keseragaman. Area yang memiliki tingkat kepadatan 

yang relatif homogen akan dimasukan pada satuan unit pemetaan yang 

sama. Untuk perhitungan kepadatan permukiman di setiap unit 

permukiman dihitung dengan menggunakan rumus : 

b. Pola Tata Letak Bangunan  

Penilaian tingkat keteraturan bangunan terkait dengan kualitas 

permukiman dapat dilihat dari keteraturan letak, dan besar/kecilnya 

bangunan. Bangunan yang dimiliki ukuran relatif sama dan letaknya 

mengikuti pola tertentu, maka bangunan tersebut akan dikelompokan 

pada satuan unit pemetaan yang sama (Ditjen Cipta Karya 1999 dalam 

Prasetyo dan Rahayu, 2013  

c. Lebar Jalan  

Masuk Lebar jalan masuk dapat diartikan sebagi lebar rerata badan jalan 

yang menghubungkan jalan lokal dengan jalan utama pada suatu blok 

unit permukiman tersebut (Soemarwoto,1991). 

d. Kondisi Jalan Masuk  

Yang dimaksud dengan jalan masuk adalah jalan yang menghubungkan 

jalan lingkungan permukiman dengan jalan utama. Kondisi permukaan 

jalan masuk adalah pengerasan permukaan badan jalan dengan aspal atau 

konbok yang dibedakan atas bahan pengeras jalan tersebut (Soemarwoto, 

1991) dengan memperhatikan rona pada obyek yang diamati. 

e. Lokasi Dasar  

Lokasi Dasar dari penilain parameter ini adalah atas dasar jauh dekatnya 

suatu unit permukiman terhadap pusat atau ini kota, dimana yang pada 

umumnya menjadi pusat keramaian adalah jalan utama, kawasan 

perdagangan dan jasa (Ditjen Cipta Karya 1999 dalam Mudzakir). 

 

2.6. Indeks Keberlanjutan  

Indeks keberlanjutan merupakan agregrasi dari indikator-indikator 

keberlanjutan yang mencerminkan status keberlanjutan dari obyek yang 

dikaji. CSD (commission on sustainable development) mendapatkan banyak 

inisiatif tentang metode agregrasi yang telah digunakan dalam pengukuran 
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pembangunan yang berkelanjutan, akan tetapi banyak diantaranya yang 

bersifat spesifik berdasarkan perpektif bidang tertentu saja sehingga kurang 

sesuai jika digunakan untuk pengukuran keberlanjutan yang bersifat 

multidisiplin (CSD 2001) Dalam menentukan metode indeks keberlanjutan 

ini CSD memberikan pedoman yaitu  

1) bersifat fleksibel dan mempunyai kemungkinan tingkat adaptasi yang 

tinggi atas indikator-indikator keberlanjutan yang digunakan,  

2) adanya sistem pembobotan yang mampu mengintegrasikan indikator 

tanpa kehilangan maknanya atau bersifat sangat subyektif, dan  

3) bobot prioritas tidak selalu sama untuk setiap wilayah dan tidak 

memaksakan suatu konsensus.  

 

Berdasarkan arahan CSD tersebut, peluang untuk memilih, menerapkan 

ataupun mengembangkan metode agregrasi sangatlah terbuka. Salah satu 

metode yang saat ini banyak digunakan untuk menentukan indeks 

keberlanjutan adalah teknik MDS (multidimensional scaling). Teknik ini 

mempunyai beberapa kelebihan disamping dapat dilakukan pembobotan 

secara fleksibel pada aspek/atribut keberlanjutan, juga mampu 

memvisualisasikan keberlanjutan untuk setiap dimensi maupun secara 

agregat dalam suatu dimensi sederhana atau secara horizontal dengan 

rentang skala keberlanjutan antara 0 (bad) sampai 100 (good) sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman akan status keberlanjutan setiap dimensi.  

 

Analisis keberlanjutan yang menggunakan teknik MDS adalah rapfish yang 

dikembangkan untuk membantu penerapan the code of conduct for 

responsible fisheries yang diluncurkan pada tahu 1995 oleh FAO (Pitcher 

1999). Rapfish merupakan teknik multidisplin yang berupaya mengevaluasi 

status keberlanjutan perikanan didasarkan pada skoring yang bersifat 

transparan dan semi kuantitatif pada aspek ekologi, ekonomi, sosial, 

teknologi dan etik. Teknik ini menggunakan ordinasi non parametrik MDS 

untuk menyediakan nilai-nilai yang mengindikasikan keberlanjutan relatif 

perikanan pada kondisi dimana data-data atau informasi kuantitatif tidak 
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tersedia atau tidak mencukupi. Data diperoleh dari pendapat pakar yang 

mendefinisikan ketidakpastian dalam bentuk skor (Tesfamichael dan Pitcher 

2006).  

 

Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat indikator apa yang paling 

sensitif atau peka memberikan kontribusi terhadap indeks keberlanjutan. 

Analisis dilakukan dengan melihat perubahan ordinasi apabila sejumlah 

indikator atau atribut dihilangkan dari analisis. Pengaruh setiap atribut atau 

indikator dilihat dalam bentuk perubahan RMS (Root Mean Square) 

ordinasi, khususnya pada aksis horizontal atau skala keberlanjutan. Semakin 

besar nilai perubahan RMS akibat hilangnya suatu atribut atau indikator, 

semakin besar pula peranan atribut tersebut dalam pembentukan indeks 

keberlanjutan atau sebaliknya (Kavangh dan Pitcher 2004). 

 

2.7. Penelitian Terdahulu  

 Sebagai data pendukung maka dasar atau acuan berupa teori atau 

temuantemuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya merupakan hal 

yang sangat penting. Kajian penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan 

referensi, penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel  1. Penelitian Terdahulu 

No Judul, Peneliti, Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisi Hasil Penelitian 

1 Dampak Urban sprawl 

Terhadap Dinamika Sosial 

Ekonomi (Studi Kasus: 

Koridor Jalan Tun Abdul 

Razak) (Saleh, Surya, & 

Syafri, 2022) 

Mengkaji proses 

polarisasi keruangan 

sebagai determinan urban 

sprawl pada koridor Jalan 

Tun Abdul Razak dan 

menganalisis dan 

mengkaji pengaruh urban 

sprawl terhadap dinamika 

sosial ekonomi pada 

koridor Jalan Tun Abdul 

Razak 

metode penelitian 

kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data 

observasi, kuesioner, 

wawancara. Teknik analisis 

menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif dan 

analisis regresi linear 

berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses polarisasi 

keruangan yang terjadi pada koridor Jalan Tun Abdul 

Razak dimulai dari adanya polarisasi yang terjadi pada 

CBD Panakkukang Kota Makassar yang menyebabkan 

terjadinya spread effect yaitu dampak penyebaran pusat 

pertumbuhan dari pusat menuju daerah pinggiran, 

kemudian diikuti oleh faktor aksesibilitas, tersedianya 

berbagai pelayanan umum baru (kesehatan, pendidikan, 

peribadatan, dan perdagangan makro), prakarsa 

pengembang dan karakteristik fisik wilayah. Selanjutnya 

hasil penelitian juga menunjukkan bahwa alih fungsi ruang 

dan suburbanisasi berpengaruh terhadap dinamika sosial 

ekonomi yang menimbulkan transformasi sosial yang 

terjadi pada masyarakat lokal di Koridor Jalan Tun Abdul 

Razak diantaranya dalam hal kegiatan ekonomi, stratifikasi 

sosial, interaksi sosial, keahlian/keterampilan, dan mobilitas 

penduduk 

2 Kajian Pengaruh Urban 

sprawl Terhadap 

Perkembangan Infrastruktur 

Di Kecamatan Mapanget 

(Tambani, 2018) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengklasifikasikan 

tingkat urban sprawl dan 

mengakaji pengaruh 

urban sprawl terhadap 

perkembangan kondisi 

infrastruktur di 

Kecamatan Mapanget.  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

dimana teknik analisis 

datanya berupa analisis 

deskriptif, spasial dan 

skoring dengan sumber data 

penelitian secara time series 

dari tahun 1992, 2002, 

2012, dan 2017.  

Hasil penelitian (1) 5 kelurahan dari 10 kelurahan di 

Kecamatan Mapanget teridentifikasi urban sprawl dimana 

2 kelurahan masuk dalam tingkat tipologi 1 (urban sprawl 

rendah), 1 kelurahan masuk dalam tingkat tipologi 2 (urban 

sprawl sedang) dan 2 kelurahan masuk dalam tingkat 

tipologi 3 (urban sprawl tinggi). (2) kondisi infrastruktur 

mengalami perembetan kenampakan fisik kekotaan kearah 

luar serta dapat mempengaruhi perkembangan prasarana 

diantaranya jaringan jalan, jaringan drainase dan jaringan 

listrik serta sarana berupa peribadatan, pendidikan, dan 

kesehatan sebagai faktor yang mengindikasikan tahapan 
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No Judul, Peneliti, Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisi Hasil Penelitian 

pertumbuhan penutupan lahan urban di wilayah penelitian 

melalui analisis secara time series. 

3 Analisis Urban sprawl 

sebagai Rekomendasi 

Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang untuk Pengembangan 

Lahan Pertanian di 

Kabupaten Karawang 

(Andari, Pravitasari, & 

Anwar, 2022) 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengidentifikasi pola 

spasial kondisi urban 

sprawl yang terbentuk 

dari tahun 2009 sampai 

tahun 2018 dan membuat 

prioritas pengembangan 

lahan pertanian.  

Metode yang digunakan 

adalah analisis urban 

sprawl dengan adopsi dari 

penelitian terkait, analisis 

autokorelasi indeks Moran 

dan Local Indicator of 

Spatial Association (LISA), 

analisis keselarasan 

penggunaan lahan dan pola 

ruang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW), dan 

overlay. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi spasial 

urban sprawl banyak terjadi di sepanjang jalan tol 

Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, 

Pangkalan, dan Tegalwaru. Urban sprawl yang terjadi pada 

tahun 2009 sampai tahun 2018 memiliki tipe leapfrog 

development. Terjadi perubahan tipe urban sprawl menjadi 

tipe ribbon development dan peningkatan urban sprawl 

sebesar 67.14 km2 pada proyeksi urban sprawl tahun 2018 

sampai tahun 2031. Penggunaan lahan yang selaras masih 

jauh lebih luas dibandingkan dengan penggunaan lahan 

yang tidak selaras. Oleh sebab itu, rekomendasi prioritas 1 

pengembangan lahan pertanian masih mendominasi di 

Kabupaten Karawang. 

4 Analisis Karakteristik 

Wilayah Peri Urban 

Berdasarkan Aspek Fisik Di 

Kecamatan Pineleng 

Kabupaten Minahasa (Oroh, 

Kumurur, & Warouw, 2019) 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengidentifikasi dan 

menganalisis karakteristik 

wilayah peri urban di 

Kecamatan Pineleng 

berdasarkan aspek fisik. 

Karakteristik 

Metode analisis statistik 

deskriptif untuk mendapat 

hasil sesuai definisi 

operasional, kemudian 

analisis skoring untuk 

memberikan skor 

berdasarkan tingkat 

kekotaan-kedesaan dan 

terakhir analisis overlay 

untuk mengetahui total skor 

untuk klasifikasi 

karakteristik. 

Berdasarkan hasil penelitian ada dua karakteristik wilayah 

peri urban di Kecamatan Pineleng yaitu karakteristik peri 

urban sekunder yang ditunjukkan 3 desa (Pineleng Satu, 

Pineleng Dua, dan Sea Tumpengan) dan karakteristik rural 

peri urban yang ditunjukkan 11 desa (Kali Selatan, Kali, 

Lotta, Winangun Atas, Pineleng Satu Timur, Pineleng Dua 

Indah, Warembungan, Sea, Sea Satu, Sea Dua, dan Sea 

Mitra). 

5 Perkembangan Urban 

sprawl ditinjau dari Aspek 

Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui 

perkembangan urban 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

menggunakan sistem 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan 

tutupan lahan terbangun pada tahun 2012-2017 meningkat 

sebesar 5%, dengan laju perkembangan fisik 0,96% per 
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No Judul, Peneliti, Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisi Hasil Penelitian 

Fisik Pada Wilayah Peri 

Urban Kota 

Bandar Lampung (Studi 

Kasus: Kecamatan Tanjung 

Senang, Kota Bandar 

Lampung dan Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan) (Hidayat, 

Pontoh, & Prasetya, 2018) 

sprawl ditinjau dari aspek 

fisik pada wilayah peri 

urban.  

informasi geografis, 

deskriptif kuantitati dan 

menggunakan uji regresi . 

tahun dan nilai indeks sprawl 1,03. Perkembangan fisik 

pada wilayah peri urban di wilayah studi membentuk pola 

kombinasi yaitu ribbon dvelopment dan leapfrog 

development. Berdasarkan hasil analisis terdapat tiga faktor 

terbesar yang paling mempengaruhi terjadinya 

perkembangan fisik pada wilayah peri urban yaitu faktor 

kependudukan, pelayanan umum, dan prakarsa 

pengembang perumahan. 

6 Pengaruh Urban sprawl 

Terhadap Perubahan Bentuk 

Kota Semaarang Ditinjau 

Dari Perubahan Kondisi 

Fisik Kelurahan Meteseh 

Kecamatan Tembalang 

(Hanief & Dewi, 2014) 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis 

pengaruh urban sprawl 

terhadap perubahan 

bentuk Kota Semarang 

ditinjau dari perubahan 

kondisi fisik Kelurahan 

Meteseh. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan 

kuantitatif dengan teknik 

analisis yang digunakan 

adalah deskriptif 

kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkann bahwa terjadi peningkatan 

penggunaan lahan terbangun sebesar 3,43%. Perubahan 

penggunaan lahan tersebut membawa konsekuensi pola 

jaringan jalan meningkat khususnya pola jaringan grid yang 

berada di lingkungan permukiman formal sebesar 18,9 %. 

Meningkkatnya aktivitas perkotaanseperti hunian dan 

kawasan komersial mengindikasikan terjadi urban sprawl 

di KeKelurahan Meteseh dengan jenis perembetan 

memanjang (ribbon development). Namun urban sprawl ini 

tidak membuat bentuk Kota Semarang yang memiliki 

bentutuk Fan Shaped Cities ini berubah, akan tetapi terjadi 

ekstensifikasi kawasan perkotaan didaerah pinggiran kh 

khususnya pada bagian selatannya yang ditunjukkan oleh 

kondisi fisik Kelurahan Meteseh. 

7 Urban sprawl Dan 

Dampaknya Pada Kualitas 

Lingkungan: Studi Kasus Di 

Dki Jakarta Dan Depok, 

Jawa Barat (Desiyana, 

2018) 

Mengetahu hubungan 

pertumbuhan kota berupa 

urban sprawl dengan 

kuali- tas lingkungan di 

kedua kota dan Sejauh 

apa perencanaan kota 

Metode yang digunakan 

adalah dengan Deskriptif 

kuantitatif 

Efek samping urban sprawl adalah buruknya kualitas 

lingkungan, baik kualitas udara dan air. Namun urban 

sprawl tidak selamanya buruk apabila ditangani dengan 

strategi yang efisien dan benar. Penerapan smart growth 

menjadi salah satu pilihan un- tuk mengurangi kerusakan 

lingkungan. Pemerintah sebagai pemegang kuasa sudah 



 

 

 

2
2
 

No Judul, Peneliti, Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisi Hasil Penelitian 

dapat memecahkan 

masalah 

sepatutnya merencanakan dan mengontrol perkembangan 

kota.  

8 Fenomena Urban sprawl 

terhadap Faktor-faktor 

Perubahan Penggunaan 

Lahan di Pinggiran Kota 

(Nugroho, Yuliani, & 

Kautsary, 2022) 

Tujuan penulisan artikel 

ini adalah untuk mengkaji 

keterkaitan antara 

fenomena urban sprawl 

dengan faktor-faktor 

perubahan penggunaan 

lahan di wilayah 

pinggiran kota.  

Deskriptif kuantitatif Fenomena Urban sprawl terdapat beberapa faktor-faktor 

perubahan penggunaan lahan kawasan pinggiran 

didominasi oleh perubahan penggunaan lahan pertanian 

menjadi permukiman perubahan pengunaan lahan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya proporsi 

jumlah penduduk yang bekerja disektor non pertanian, 

pertambahan penduduk, jarak tiap kelurahan dengan pusat 

wahana, kaum migran, kemudahan aksesibilitas, topografi, 

ketersediaan lahan kosong, jalur transportasi dan harga 

lahan 

9 Urban sprawl di Indonesia 

dan Kegagalan 

Implementasi Kebijakan 

Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

(Nurrokhman, 2019) 

Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis 

fenomena penjalaran kota 

(urban sprawl) di 

Indonesia dan 

implementasi kebijakan 

perlindungan lahan 

pertanian pangan. 

Deskriptif kuantitatif Penelitian menemukan bahwa urban sprawl cenderung 

diabaikan sebagai konteks besar implementasi kebijakan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Antisipasi atas masalah alih fungsi lahan menjadi bersifat 

sektoral, terbatas dalam sektor pertanian saja, tidak 

terhubung dengan kebijakan lain seperti penyediaan 

perumahan dan pembatasan kendaraan bermotor, sehingga 

undang-undang tersebut gagal diimplementasikan. 

10 Dampak Urban sprawl 

Terhadap Produktivitas 

Tenaga Kerja Di Indonesia 

(Wahyuni, Sofa, & 

Kartiasih, 2025) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

hubungan antara urban 

sprawl dan produktivitas 

tenaga kerja di 

kabupaten/kota pada 

tahun 2022 

Deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan 

instrumental variable - two 

stage least squares (IV-

2SLS). Urban sprawl 

menggambarkan rata-rata 

proporsi undeveloped land 

di radius 1,5 km dari 

Hasilnya membuktikan bahwa urban sprawl berhubungan 

negatif dengan produktivitas tenaga kerja, terutama di 

kabupaten/kota berpenduduk padat dan di Jawa. Hasil ini 

menyiratkan bahwa kebijakan anti urban sprawl di 

kabupaten/kota berpenduduk padat dapat meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. Kabupaten/kota dengan urban 

sprawl rendah cenderung menarik penduduk berpendidikan 

tinggi. Ini mungkin menyebabkan produktivitas di 

kabupaten/kota tersebut tinggi. Selain itu, urban sprawl 
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lingkungan tempat tinggal 

penduduk. 

dikaitkan dengan upah yang rendah. Perusahaan yang 

berada di urban sprawl bisa memiliki produktivitas yang 

lebih rendah, namun kerugian tersebut sebanding dengan 

pembayaran upah yang rendah ke tenaga kerja. Meskipun 

demikian, urban sprawl memungkinkan tenaga kerja 

tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga upah yang 

rendah belum tentu mencerminkan penurunan 

kesejahteraan tenaga kerja. 

11 Urban sprawl Kota 

Semarang Terhadap 

Kualitas Tegangan Listrik 

Studi Kasus Kelurahan 

Meteseh Kecamatan 

Tembalang (Winarno, 2007) 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 

pengaruh urban sprawl 

terhadap kualitas 

tegangan listrik, sehingga 

didapatkan suatu konsep 

mengenai dampak negatif 

adanya urban sprawl 

terhadap kualitas besaran 

tegangan listrik 

Teknik analisis yang 

dipergunakan adalah secara 

kuantitatif dan kualitatif. 

perkembangan pada kawasan 

urban sprawl cenderung membuat lokasi pemukiman jauh 

dari gardu induk (terdapat pada jaringan paling ujung), 

akibatnya terdapat rugi-rugi listrik dalam pendistribusian 

listrik. Rugi-rugi tersebut mengakibatkan kualitas tegangan 

listrik yang sampai ke konsumen berada pada besaran 

dibawah normal (SNI 04-0227-2003 tentang tegangan 

listrik). Besaran tegangan listrik tersebut diatas akan 

semakin turun sejalan dengan makin meningkatnya 

kebutuhan energi listrik pada jaringan distribusi yang 

mensuplai listrik ke kawasan urban sprawl. 

12 Memahami Urban sprawl: 

Analisa Perkembangan 

Permukiman Kota Salatiga 

Dengan Digitasi Arcgis 

(Khasanah & Widi Astuti, 

2020) 

Tujuan penelitian untuk 

mencegah perkembangan 

tidak terkendali tersebut 

maka diperlukanlah 

kontrol perencanaan 

pembangunan di kawasan 

pinggiran 

Metode yang digunakan 

adalah digitasi 

menggunakan software 

ArcGIS, sebagai alat bantu 

untuk memetakan kawasan 

perumahan sehingga bisa 

terlihat titik mana yang 

mengalami perkembangan 

paling pesat yang 

berpotensi menyebabkan 

terjadinya urban sprawl.  

Dari hasil digitasi tersebut terlihat titik yang mengalami 

perkembangan paling pesat adalah P3, dengan faktor 

preferensi bermukim paling banyak dikarenakan 

perumahan memiliki harga murah. Hal ini memungkinkan 

terjadinya urban sprawl di masa datang dengan 

berkembangnya infrastruktur yang semakin baik, dekat 

dengan fasilitas pelayanan umum seperti sekolah, 

kesehatan, keamanan, hiburan dan kemudahan aksesibilitas 

berupa jalur angkutan umum di titik tersebut. 
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14 Kajian Arah Perkembangan 

Perkotaan Ngantru, 

Kabupaten Tulungagung 

(Daud Martua Hutabarat, 

Desderius, & Aprillianti 

Suryaretnaningtyas, 2023) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui arahan 

pengembangan Perkotaan 

Ngantru Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui arahan 

pengembangan Perkotaan 

Ngantru 

Teknik analisis deskriptif 

dan teknik analisis overlay. 

Analisis overlay digunakan 

untuk menganalisis kondisi 

kemampuan lahan dan 

kondisi daya dukung pada 

Perkotaan Ngantru.  

Hasil analisis menunjukan bahwa arah perkembangan 

perkotaan Ngantru diarahkan dengan memperhatikan arah 

pengembangan permukiman, arahan ketinggian bangunan, 

arahan pemanfaatan air, arahan rasio tutupan dan arahan 

tata ruang pertanian. 

Kata 

 

 



 

 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Urban sprawl adalah perluasan kota tidak terkendali ke arah pinggiran 

dengan kepadatan rendah dan pemanfaatan lahan tidak efisien. Fenomena 

ini dipicu pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan di pusat kota, 

sehingga lahan pertanian beralih fungsi jadi permukiman. Alih fungsi ini 

berdampak langsung ke perubahan sosial-ekonomi masyarakat.Di Lampung 

Selatan, Kecamatan Jati Agung dan Natar jadi wilayah peri-urban yang 

terdampak paling cepat. Pemicunya: pertumbuhan Kota Bandar Lampung, 

operasional ITERA sejak 2012 + Pintu Tol Kota Baru di Jati Agung, serta 

Bandara Raden Inten II + Gerbang Tol Natar 2019 di Natar (RTRW Lamsel 

2011-2031). 

Dampaknya: jumlah petani berkurang, muncul kerja non-pertanian, harga 

lahan dan rumah naik, pola mata pencaharian berubah. Karena itu 

permukiman akibat sprawl harus dinilai dari aspek sosial-ekonomi, terutama 

kualitas hidup, infrastruktur dasar, aksesibilitas, keterjangkauan hunian, dan 

kesejahteraan.Penelitian ini fokus di Jati Agung dan Natar untuk 

merepresentasikan dua konteks peri-urban. Tujuannya memberi gambaran 

pola, faktor pendorong, dan dampak sosial-ekonomi urban sprawl di 

wilayah penyangga metropolitan Bandar Lampung. Kerangka pemikiran 

penelitian disajikan pada Gambar 1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Tidak diuji secara statistik 

  : Diuji secara stastik 

 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran  Analisis Keberlanjutan Permukiman Pada 

Kawasan Urban sprawl Di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Adanya pusat pertumbuhan baru di pinggiran kota memicu terjadinya 

perkembangan fisik ke wilayah peri urban yang menyebabkan gejala urban sprawl 

Salah satu Wilayah Peri Urban (WPU) yang terindikasi terjadinya transformasi 

spasial adalah Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar   

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

 

Adanya Wilayah Peri Urban (WPU) memiliki Dampak pada kondisi masyarakat  

Perkembangan Permukiman 

menyebabkan gejala urban sprawl 

Keberlanjutan Permukiman  

1. Aspek Sosial  

2. Aspek Ekonomi 

3. Aspek lingkungan 

4. Aspek Institusi 

Strategi Keberlanjutan 
Analisis Keberlanjutan 

Mulitidimensional Scalling (MDS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode 

studi kasus pada Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei, 

wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data primer diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari instansi terkait berupa data penggunaan lahan, jumlah penduduk, 

dan dokumen tata ruang.  Objek penelitian adalah status keberlanjutan 

permukiman pada kawasan urban sprawl di Kecamatan Jati Agung dan 

Kecamatan Natar. Alat analisis yang digunakan adalah Multidimensional 

Scaling (MDS) atau Rapid Appraisal untuk mengevaluasi status keberlanjutan 

dan merumuskan strategi kebijakan. Status keberlanjutan permukiman 

dianalisis berdasarkan empat dimensi, yaitu: 1) ekologi, 2) sosial, 3) ekonomi, 

dan 4) institusi. 

 

3.2. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

Keberlanjutan permukiman pada kawasan urban sprawl diukur melalui 

pendekatan Multidimensional Scaling (MDS) berbasis empat dimensi 

keberlanjutan. Setiap dimensi dijabarkan menjadi atribut terukur yang 

menggambarkan kondisi permukiman berkelanjutan. Definisi operasional tiap 

dimensi adalah sebagai berikut: 

(1) Dimensi Ekologi 

Mengukur daya dukung lingkungan terhadap perkembangan permukiman. 

Atribut yang digunakan meliputi kepadatan penduduk dan bangunan, luas serta 
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laju perkembangan lahan terbangun, kondisi drainase dan sanitasi, tingkat 

kemacetan, ketersediaan air bersih, pengelolaan persampahan, ketersediaan 

ruang terbuka hijau, dan kondisi aksesibilitas. Atribut ini dipilih karena urban 

sprawl berdampak langsung pada tekanan lahan, penurunan RTH, dan 

degradasi kualitas lingkungan (Andari et al., 2022; Fauzi & Anna, 2005). 

(2) Dimensi Sosial 

Mengukur kualitas hidup dan interaksi masyarakat akibat urban sprawl. Atribut 

yang digunakan meliputi pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, 

keamanan dan kriminalitas, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, 

pelayanan fasilitas sosial, konflik sosial, partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan, persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan, dan 

pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan. Indikator ini relevan karena 

sprawl berpotensi menurunkan kohesi sosial dan meningkatkan ketimpangan 

pelayanan (Pravitasari et al., 2018; Sachs, 2015). 

(3) Dimensi Ekonomi 

Mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan sprawl. Atribut yang 

digunakan meliputi jumlah penduduk miskin, proporsi penduduk sektor 

pertanian, perdagangan dan jasa, ketersediaan angkutan umum, akses ke pusat 

kegiatan, luas lahan permukiman, ketersediaan infrastruktur, peningkatan PAD, 

dan nilai ekonomi lahan. Atribut ini mencerminkan perubahan struktur mata 

pencaharian, kenaikan harga lahan, dan beban transportasi akibat ekspansi peri-

urban (Bappenas, 2014; Todaro & Smith, 2015). 

(4) Dimensi Kelembagaan 

Mengukur efektivitas tata kelola dan kebijakan dalam mengendalikan urban 

sprawl. Atribut yang digunakan meliputi kerjasama antar pemerintah daerah, 

koordinasi bidang lingkungan, koordinasi penyediaan sarana prasarana, 

ketersediaan RTRW, ketersediaan RDTR, peraturan zonasi, penerapan sanksi 

pelanggaran tata ruang, dan mekanisme perizinan. Dimensi ini penting karena 

pengendalian sprawl sangat bergantung pada konsistensi regulasi dan 

implementasi RTRW (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Firman, 2014). 
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3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan yang dipilih secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan peri urban (WPU) 

dalam RTRW dan sebagai wilayah penyanggah perkotaan. Waktu penelitian 

akan dilakukan pada bulan Oktober  2025 dengan tahapan-tahapan penelitian 

yaitu persiapan, pengambilan data lapangan, pengolahan dan analisis data 

sampai penulisan penelitian ini.  

 

3.4. Jenis dan Sumber data 

Data Jenis data yang digunakan dalam analisis status keberlanjutan kawasan 

permukiman eksisting di wilayah penelitian adalah data primer dan data 

sekunder yang terkait dengan 4 (empat) dimensi pembangunan berkelanjutan 

yaitu dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi 

kembagaan. Data sekunder berupa permasalahan kawasan permukiman di 

daerah pinggiran kota dan kebijakan-kebijakan terkait. Sumber data primer 

terdiri atas observasi lapangan, wawancara dan diskusi dengan pejabat dan 

pakar terkait. Data sekunder berupa dokumen baik soft copy maupun hard copy 

dan peta. Sumber data sekunder terdiri dari instansi-instansi terkait, 

perpustakaan dan media elektronik.  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan 

di wilayah penelitian. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah daerah 

melalui diskusi dan wawancara dengan masyarakat yang tinggal di kawasan 

permukiman yang ada dalam wilayah penelitian. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan melalui kunjungan ke instansi terkait, telaah dokumen dan literatur 

serta mengunduh dari media elektronik 
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3.6. Metode Pengukuran Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). 

Populasi dapat pula didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari unit analisa 

yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun, 1989). Populasi dalam penelitian 

ini adalah masyarakat yang bermukim pada Wilayah Peri Urban Kabupaten 

lampung Selatan di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar. Menurut 

Sugiyono (2004), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga dalam penelitian ini ditetapkan sampel 

yang akan dipilih adalah kepala keluarga dari masyarakat yang bermukim pada 

Kawasan saja.   

 

Penarikan sampel dilakukan dengan metode proportional area sampling 

(sampel wilayah secara proporsional). Sampel wilayah merujuk pada lokasi 

bermukim di wilayah penelitian, sedangkan proporsional dimaksudkan bahwa 

dalam penentuan ukuran sampel dari tiap-tiap kelurahan akan dibandingkan 

dengan persentase jumlah total kepala keluarga yang bermukim pada 

Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Penentuan jumlah kepala keluarga dengan asumsi bahwa satu keluarga terdapat 

empat anggota keluarga.   Perhitungan jumlah sampel responden menggunakan 

persamaan dari Isaac dan Michael (1995) dalam Sugiarto (2003). 

 

𝑛 =  
𝑁 𝑍²𝑆²

𝑁𝑑2 + 𝑍²𝑆²
 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah Populasi  

Z = Tingkat kepercayaan (95% = 1,96) 

S² = Varian Sampel (5% = 0,05) 

d = Derajat penyimpangan (5% = 0,05) 
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𝑛 =  
(32.412)(1,962) 0,05

(32.412)(0,052) + (1,962)0,05
= 76,65 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

 

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan sampel yang di ambil sebanyak 77 

KK.  jumlah kepala keluarga pada wilayah penelitian sebanyak 32.412 KK, 

maka jumlah ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 77 kepala 

keluarga. Satuan sampel jumlah adalah orang, sehingga dilakukan pembulatan 

untuk menentukan jumlah responden. Jadi sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sejumlah 77 kepala keluarga.  Kemudian dari jumlah 

sampel tersebut, menentukan alokasi proporsi sampel untuk masing-masing 

dusun dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
 𝑋 𝑛 

 

Keterangan : 

ni : Jumlah sampel menurut kelompok 

Ni : Jumlah populasi menurut kelompok   

n : Jumlah sampel seluruhnya(77KK) 

N : Jumlah populasi seluruhnya (32.412 KK) 

 

Tabel  2. Sebaran Sampel Masyarakat 

Nama Keluharan Populasi (KK) Sampel (KK) 

Kecamatan Jati Agung 

Way Hui 4.483 11 

Banjar Agung 1.028  3 

Fajar Baru 2.526  6 

Jatimulyo 7.287 17 

Karangsari 2.085  5 

Kecamatan Natar 

Branti Raya 3.097  7 

Candimas 2.811  7 

Bumi Sari 1.925  4 

Tanjung Sari 3.152  7 

Merak Batin 4.018 10 

Total 32.412 77 
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Pemilihan kelurahan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan 

kepadatan penduduk serta lokasi strategis yang dilalui oleh infrastruktur jalan 

tol.  Kelurahan seperti Way Hui, Jatimulyo, Merak Batin, Branti Raya, dan 

Tanjung Sari ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena memiliki kepadatan 

penduduk yang relatif tinggi, sehingga merepresentasikan tekanan urbanisasi 

dan potensi perkembangan kawasan permukiman yang intensif. Sementara itu, 

kelurahan dengan kepadatan sedang seperti Banjar Agung, Fajar Baru, 

Karangsari, Candimas, dan Bumi Sari juga dipilih agar dapat memberikan 

gambaran perbandingan kondisi permukiman di wilayah dengan dinamika 

urban sprawl yang berbeda.  Selain itu, seluruh kelurahan terpilih berada pada 

kawasan yang dilewati oleh Jalan Tol Trans-Sumatera, sehingga menjadikan 

wilayah ini sangat potensial mengalami percepatan perkembangan urbanisasi. 

Aksesibilitas tinggi yang ditawarkan jalan tol tersebut mendorong perubahan 

penggunaan lahan dan pertumbuhan permukiman baru, sehingga penting untuk 

dilakukan analisis keberlanjutan permukiman dalam konteks urban sprawl.  

 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Jumlah sampel sebanyak 77 kepala keluarga yang dianalisis menggunakan 

slovin yang berdomisili di lokasi penelitian untuk analisis MDS. Data 

dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada responden terpilih. 

Selanjutnya, analisis SWOT disusun berdasarkan informasi dari 6 orang 

stakeholder yang terdiri dari aparat desa/kelurahan. Stakeholder tersebut 

ditemui langsung di lapangan untuk memvalidasi hasil analisis serta menyusun 

rekomendasi strategi menggunakan matriks SWOT. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1 Menganalisis Perubahan dan Pola penggunaan Lahan untuk melihat 

urban sprawl di kawasan peri urban 

Analisis perubahan penggunaan lahan pada kawasan peri-urban Kabupaten Lampung 

Selatan periode 2015-2025 dilakukan untuk mengidentifikasi dinamika urban sprawl, 
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khususnya perubahan luas lahan terbangun. Metode yang digunakan adalah 

penginderaan jauh berbasis citra satelit. Citra satelit dipilih karena mampu merekam 

perubahan tutupan lahan secara spasial dan temporal dalam kurun waktu panjang (Siti 

Nurliana et al., 2018). 

1. Perangkat Lunak yang Digunakan 

Analisis dilakukan menggunakan kombinasi perangkat lunak sebagai berikut: 

(1) Google Earth Engine (GEE): Untuk akuisisi citra Landsat 8 OLI tahun 2015 dan 

Landsat 9 OLI-2 tahun 2025, koreksi atmosfer TOA Reflectance, dan cloud masking. 

GEE dipilih karena akses data gratis dan komputasi cloud (Gorelick et al., 2017). 

(2) QGIS 3.34 LTR + SCP Plugin: Untuk preprocessing lanjutan, registrasi, dan 

klasifikasi supervised classification metode Maximum Likelihood. QGIS dipilih 

karena open source dan akurasi tinggi (QGIS Development Team, 2024). 

(3) Microsoft Excel 2021: Untuk tabulasi luas lahan, perhitungan laju pertumbuhan, 

dan Indeks Sprawl. 

(4) QGIS Print Layout: Untuk layout peta perubahan lahan 2015-2025. 

 

2. Tahapan Analisis 

(1) Akuisisi dan preprocessing citra: Pengumpulan citra Landsat Path/Row 124/64 

resolusi 30m. Koreksi radiometrik, koreksi atmosfer, dan koreksi geometrik dilakukan 

di GEE dan QGIS untuk meningkatkan akurasi spasial. 

(2) Klasifikasi citra: Piksel dikelompokkan menjadi 4 kelas sesuai atribut dimensi 

ekologi Tabel 2, yaitu: lahan terbangun, lahan pertanian, ruang terbuka hijau, dan badan 

air menggunakan metode supervised classification.   

(3) Analisis perubahan lahan: Overlay hasil klasifikasi tahun 2015 dan 2025 di QGIS 

untuk menghitung perubahan luas tiap kelas. Laju pertumbuhan lahan terbangun 

dihitung dengan rumus: r = (1/t) × ln(Lt/Lo) × 100%, dengan t = selang waktu tahun, 

Lt = luas tahun akhir, Lo = luas tahun awal. 

(4) Interpretasi dan pemetaan: Hasil disajikan dalam peta perubahan penggunaan lahan 

dan tabel luas untuk menggambarkan pola ribbon dan leapfrog development di 

Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar. 
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3. Output Analisis 

Hasil perubahan luas lahan terbangun menjadi input perhitungan Indeks Sprawl Tujuan 

1 dan indikator "luas serta laju perkembangan lahan terbangun" pada dimensi ekologi 

Tujuan 3. Peta perubahan lahan 2015-2025 digunakan sebagai dasar evaluasi 

kesesuaian implementasi RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031. 

 

3.7.2 Mengevaluasi Status Keberlanjutan pada setiap dimensi 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang digunakan untuk mengetahui status keberlanjutan 

permukiman Pada Kawasan Urban sprawl Studi Kasus di Kecamatan Jati Agung dan 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan melalui metode studi pustaka atau 

studi literatur dari berbagai sumber selanjutnya melakukan analisis keberlanjutan 

menggunakan Multidimensional Scaling (MDS) dapat digunakan untuk perencanaan 

dan evaluasi. MDS dapat diterapkan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan perencanaan pembangunan, termasuk dalam penilaian abstrak dalam 

analisis keberlanjutan Multi-Aspek (Firmansyah, 2022). MDS digunakan untuk 

mengukur status keberlanjutan dan indeks kinerja, untuk merencanakan strategi masa 

depan. Ini membantu pengambilan keputusan yang cepat, efektif, dan efisien 

(Firmansyah, 2022).   Analisis dengan teknik MDS terhadap atribut yang telah diberi 

skor menggunakan perangkat lunak Rap-urbanfringesett untuk menentukan 86 posisi 

status keberlanjutan kawasan permukiman di wilayah penelitian pada setiap dimensi 

dan multi dimensi. Status keberlanjutan dinyatakan dalam skala ordinasi yang berada 

pada dua titik ekstrim yaitu buruk dan baik dengan indeks 0 sampai 100. Nilai indeks 

dan status keberlanjutan dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu :  

 

• Nilai ordinasi 00,00 – 25,00 (buruk/tidak berkelanjutan)  

• Nilai ordinasi 25,01 – 50,00 (kurang berkelanjutan)  

• Nilai ordinasi 50,01 – 75,00 (cukup berkelanjutan)  

• Nilai ordinasi 75,01 – 100,00 (baik/berkelanjutan)  
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Analisis pengungkit (leverage) atribut. Atribut pengungkit adalah atribut yang sensitif 

terhadap peningkatan atau penurunan status keberlanjutan. Penentuannya berdasarkan 

pada persentase perubahan Root Mean Square (RMS) ordinansi pada sumbu X. 

Semakin besar nilai perubahan RMS maka semakin besar pula peranan atribut 

tersebut (Kavanagh dan Pitcher 2004) terhadap peningkatan atau penurunan status 

keberlanjutan.  

 

Analisis Montecarlo pada selang kepercayaan 95 %. Analisis ini untuk menduga 

pengaruh galat dalam proses analisis statistik (Kavanagh dan Pitcher 2004).  

Menganalisis nilai stress untuk menentukan goodnes of fit dari hasil analisis MDS. 

Kavanagh dan Pitcher (2004) merekomendasikan nilai stress yang dapat diterima 

adalah lebih kecil dari 0,25. Menganalisis koefisien determinasi (R2 ) untuk 

menentukan perlu tidaknya penambahan jumlah atribut agar dapat mencerminkan 

dimensi yang dikaji mendekati keadaan sebenarnya atau sudah cukup akurat. Nilai R2 

mendekati 1 artinya jumlah atribut yang dipakai untuk mengkaji suatu dimensi sudah 

cukup akurat.
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Gambar 4. Kerangka konsep Multi aspect Sustatinability Analysis (MDS) 



 

 

3.7.3 Merancang Strategi Keberlanjutan Permukiman 

Keberlanjutan permukiman terdiri dari 4 (empat) dimensi keberlanjutan, masing-

masing adalah sebagai berikut: (1) Dimensi ekologi, jumlah atribut 10 buah; (2) 

Dimensi Ekonomi, jumlah atribut 9 buah; (3) Dimensi Sosial, jumlah atribut 10 buah; 

dan (4) Dimensi Kelembagaan jumlah atribut 8 buah. Atas dasar olahan MDS 

nantinya akan diperoleh atribut-atribut sensitif pada masing-masing dimensi.  Metode 

penyusunan strategi permukiman berkelanjutan dilakukan melalui metode deskriptif. 

Penerapan metode ini dilandasi pada hasil-hasil olahan Rap-fish, khususnya pada 

hasil olahan Analisis Leverege berupa atribut-atribut sensitif pada masing-masing 

dimensi keberlanjutan. Atribut-atribut sensitif pada masing-masing dimensi akan 

dilakukan analisis untuk kemudian disusun strategi berupa perbaikan-perbaikan 

terhadap atribut tersebut dan di analasis kembali menggunakan SWOT untuk 

menentukan strategi kebijakannya. 



 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

4.1. Keadaan Geografis dan Administrasi Kabupaten Lampung Selatan 

Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' hingga 105°45' Bujur 

Timur dan 5°15' hingga 6° Lintang Selatan, yang memberikan wilayah ini iklim 

tropis humid. Suhu udara di Kabupaten Lampung Selatan bervariasi, dengan 

suhu tertinggi mencapai 34,10°C dan suhu terendah 21,20°C.  Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki luas daratan 2.107,01 km² dan dihuni oleh 932.552 

jiwa yang tersebar di 17 kecamatan dan 248 desa serta 3 kelurahan. Dari luas 

wilayah tersebut, sekitar 45.785 ha digunakan sebagai lahan pertanian, 

sementara sisanya merupakan lahan non-pertanian, seperti rumah, bangunan, 

jalan, sungai, dan danau. 

Secara administratif, Kabupaten Lampung Selatan berbatasan dengan beberapa 

wilayah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan 

Lampung Timur,  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda,  

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, dan  

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.  

 

Kabupaten ini juga memiliki sejumlah pulau di lepas pantai, termasuk Pulau 

Krakatau, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Rimau, dan Pulau Kandang. 

Mengingat luas wilayah dan potensi alamnya, Kabupaten Lampung Selatan 

memiliki prospek yang cerah untuk pengembangan lebih lanjut dalam berbagai 

sektor, termasuk pertanian dan pariwisata (Kabupaten Lampung Selatan Dalam 

Angka, 2025). 
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4.2. Keadaan Iklim 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis, dengan curah hujan 

rata-rata 161,7 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 hari/bulan. 

Temperaturnya berselang antara 21,3oC sampai 33,0oC. Iklim di Kabupaten 

Lampung Selatan dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan 

tinggi yang berganti dari Benua Asia dan Benua Australia pada bulan Juli samai 

dengan Januari. Maka, Kabupaten Lampung Selatan tidak terjadi musim 

pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan (Kabupaten 

Lampung Selatan Dalam Angka, 2025). 

 

4.3. Keadaan Demografi 

Kabupaten Lampung Selatan, yang terletak di bagian selatan Provinsi 

Lampung, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah penduduk Kabupaten Lampung 

Selatan diperkirakan mencapai 1.133.390 jiwa. Kabupaten ini memiliki 

kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dengan angka 537,04 jiwa/km². Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Lampung Selatan 

sudah cukup padat, meskipun masih ada sebagian wilayah yang dominan 

sebagai kawasan pertanian.   

 

Komposisi jenis kelamin penduduk di Kabupaten Lampung Selatan cukup 

seimbang, dengan rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan mendekati 1:1, 

yang berarti proporsi jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Jumlah 

penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, namun 

selisihnya tidak signifikan. Fenomena ini menunjukkan adanya distribusi 

penduduk yang relatif merata antara kedua jenis kelamin, yang berimplikasi 

pada kebutuhan yang seimbang dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, 

kesehatan, dan pekerjaan.  
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Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 

248 desa, dan 3 kelurahan, yang mencerminkan distribusi penduduk yang 

cukup luas namun tidak terlalu terpusat pada satu lokasi tertentu. Meskipun 

terdapat area dengan kepadatan tinggi, terutama di pusat kota dan wilayah yang 

dekat dengan akses infrastruktur utama, sebagian besar wilayah di Kabupaten 

Lampung Selatan masih didominasi oleh lahan pertanian. Ini menjadi faktor 

penting dalam analisis alih fungsi lahan di wilayah ini, karena banyak kawasan 

pertanian yang mulai berubah menjadi perumahan, kawasan komersial, dan 

infrastruktur lainnya. 

 

4.4. Keadaan Umum Pertanian Kabupaten Lampung Selatan 

Pertanian di Kabupaten Lampung Selatan memainkan peran yang sangat 

penting dalam perekonomian daerah. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu 

sentra utama produksi pangan di Provinsi Lampung, dengan beberapa 

komoditas unggulan seperti padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Sektor 

pertanian ini didorong oleh kondisi alam yang subur dan iklim tropis yang 

mendukung pertumbuhan tanaman pangan dan palawija. Berdasarkan data BPS 

Kabupaten Lampung Selatan 2024, berikut adalah gambaran luas panen, hasil 

per hektar, dan produksi untuk beberapa komoditas utama yang dibudidayakan 

di wilayah ini dapat dilihat pada Tabel  

 

Tabel  3. Luas panen dan produksi komoditi utama Kabupaten Lampung 

Selatan 

No. Jenis Tanaman 
Luas Panen 

(Ha) 

Hasil per Hektar 

(Ku/Ha) 

Produksi 

(Ton) 

1 Padi (Sawah dan 

Ladang) 

71.754,93 59,41 426.296,15 

2 Jagung 124.672,00 65,53 816.975,00 

3 Kedelai 285,00 14,15 4.040,00 

4 Kacang Tanah 60,50 14,72 633,00 

5 Kacang Hijau 5,00 10,00 50,00 

6 Ubi Kayu 5.392,00 293,48 158.243,43 

7 Ubi Jalar 56,00 202,10 11.342,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa jagung merupakan komoditas dengan luas panen 

terbesar, yaitu 124.672 ha, dan menghasilkan 816.975 ton. Diikuti oleh padi 

dengan luas panen sebesar 71.754 ha dan produksi 426.296 ton. Komoditas 

lainnya seperti ubi kayu dan kedelai juga menunjukkan kontribusi signifikan 

terhadap produksi pertanian daerah. Ubi kayu memiliki hasil per hektar yang 

tinggi, yaitu 293,48 ku/ha, yang menghasilkan 158.243 ton pada tahun 2024. 

Keberagaman komoditas yang dibudidayakan di Kabupaten Lampung Selatan 

menunjukkan potensi besar yang dimiliki sektor pertanian untuk mendukung 

ketahanan pangan lokal dan memperkuat perekonomian daerah. Data ini juga 

menggambarkan bagaimana pertanian di daerah ini berperan penting dalam 

menyediakan bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

yakni sebagai berikut :  

1. Urban sprawl terjadi di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar periode 

2015–2025. Lahan terbangun meningkat 789,53 hektar, dari 1.807,93 ha 

menjadi 2.597,46 ha, atau naik 44%. Kecamatan Jati Agung memiliki laju 

perkembangan 46%, lebih tinggi dari Kecamatan Natar 40%.  Pola 

perkembangan dominan adalah ribbon development di sepanjang koridor 

transportasi utama dan leapfrog development di desa strong sprawl. Dari 10 

desa, 6 desa memiliki indeks sprawl >1 dengan Desa Branti Raya 7,67, Jati 

Mulyo 6,36, Candimas 5,60, Way Hui 5,56, dan Banjar Agung 5,10 termasuk 

kategori strong sprawl. Sebaliknya Desa Fajar Baru 0,44 justru low sprawl. 

2. Keberlanjutan permukiman kurang berkelanjutan, Dimensi Institusi 43,03 dan 

Ekologi 45,65 masuk klasifikasi kurang berkelanjutan. Sedangkan Dimensi 

Sosial 55,80 dan Ekonomi 55,28 masuk klasifikasi cukup berkelanjutan. 

Tekanan utama pada ekologi akibat konversi lahan pertanian dan tingginya 

tutupan lahan terbangun. Pada institusi karena belum adanya RDTR per 

kecamatan dan zonasi yang mudah di pahami masyarakat serta lemahnya 

sosialisasi tentang zonasi. 

3. Strategi kebijakan prioritas berdasarkan atribut pengungkit. Institusi melalui 

percepatan penyusunan RDTR dan zonasi serta penguatan penegakan 

peraturan. Ekologi melalui pengendalian kepadatan bangunan dan laju 

perkembangan lahan terbangun serta perlindungan sawah. Sosial melalui 

peningkatan pelayanan pendidikan, fasilitas sosial, dan kesehatan. Ekonomi 

melalui optimalisasi akses dan angkutan umum berbasis Transit Oriented 

Development di sekitar Gerbang Tol Natar. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan yaitu: 

1. Pengendalian Spasial Urban sprawl 

Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan, dan Desa 

perlu segera mengendalikan pertambahan lahan terbangun. Fokus 

pengendalian pada koridor Jalan Tol Trans-Sumatera dan area sekitar 

ITERA serta Gerbang Tol Natar yang menjadi pusat pola ribbon 

development dan leapfrog development. Khusus Desa Fajar Baru dan Branti 

Raya yang strong sprawl perlu prioritas penataan ruang melalui RDTR dan 

zonasi. 

2. Perbaikan Dimensi Institusi dan Ekologi 

Kepada Pemerintah Daerah disarankan segera menyusun RDTR dan zonasi 

serta memperkuat penegakan peraturan tata ruang untuk mengatasi 

kelemahan dimensi Institusi. Pada dimensi Ekologi disarankan pengendalian 

kepadatan bangunan, pembatasan laju perkembangan lahan terbangun, dan 

perlindungan lahan sawah produktif agar daya dukung lingkungan tidak 

terus menurun. 

3. Strategi Penguatan Dimensi Sosial dan Ekonomi 

Kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa disarankan meningkatkan 

pelayanan pendidikan, fasilitas sosial, dan kesehatan untuk menjaga 

keberlanjutan dimensi Sosial. Pada dimensi Ekonomi disarankan 

mengembangkan kawasan berbasis Transit Oriented Development di sekitar 

Gerbang Tol Natar dengan optimalisasi akses dan angkutan umum, sehingga 

pertumbuhan ekonomi tidak memicu sprawl liar. 

4. Untuk Peneliti Selanjutnya  

Disarankan melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan waktu lebih 

panjang dan menambah variabel sosial-budaya masyarakat untuk memahami 

faktor non-fisik pemicu sprawl. Penggunaan metode skenario pemodelan 
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spasial juga disarankan untuk memproyeksikan dampak kebijakan 

pengendalian sprawl terhadap keberlanjutan permukiman di masa depan. 
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